KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALL

NOMOR SPZFTAHUN 2016
TENTANG -

PENETAPAN PEMBERIAN JZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIVAH NAILUL HUDA
KABUPATEN BADUNGC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALL,

Menimbang: . bahwa dalam rangka pelaksanaan keteptuan Pasal 8
ayat {2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah,
periu memberikan izin operasional terhadap Madrasah
Swasta di Lingkungan Kantor Wilaysh Xementerian

Agama Provinal Ball:
b mhmdabmmngammingkummmuﬂnn

yang

dengan Smndar Nasional;

¢. bahwe madrassh yang tercantum dalam  Lampiran
Keputusan ini  telah  memenubi  persyaratan
administratif, teknis, don kelayskan yang telah
ditetapkan;

d. bahwn  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf &, huruf b dan huruf ¢ di atas,
perlumeneupkanl(cpsuuun Kepals Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penectapan
Pemberian  lzin  Operasional  Pendirian  Madrasab
[btidaiyah Nailul Huda Kabupaten Badung.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mm&;lﬂsm
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran




Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410

4. Pernturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belnjar Pendidikan Dasars (Lembaran  Negara
Republik (ndonesia Tahun 2008 Nemor 90, Tembahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturnn Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

" Pendanman Pondidikan (Lembaran Negarz Republik
indonesia Tahun 2008 Nemor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesic Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 teniang
Guru (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nowmor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonegin Tahun 2010
Nomor 23, Tembahan Lembamn Negama Republik
Indoresia Nomor 5150) sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintak Nomor
17 Tahun 2010 téntang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran  Negara
Republik Indoresia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5157k ;

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 Standar Sarana don Prasarana  untik
Sekolah Dasar/Madrasah [btidaiyah, Sekolah Meneagah
Pertama/Madrasah Teanawiyah, dan Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

G Peraturan Menteri Pendidikan Nasionsl Nomor 15
Tshun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidilaur di  Kabupaten/Kota sebagaimans telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 teniang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 15
tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Mirumal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negars Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agema Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelengzarsan Pendidikan Madrasah |Berita
Negara Republik Indonesin Tahun 2015 Nomeor 1733);

11.Persturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang




dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubshan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah {Berita
Negara Republik Indonésia Tahun 2013 Nomor 684,

12 Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tshun 1998
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendelegasian
Wewenang di Lingkungan Departemen Agnma,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

AGAMA  PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH NAILUL HUDA KABUPATEN BADUNG

: Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:Setelah jangka waktu 7 {tujuh) tahun, Kepala Madrasah

yang bersangkutan wajib:

4. menyampaikan laporan perkembungan  madrasah
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama vang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan  kurlkulum,  pelaksanaaan
pemenuhan  standar  sarana  prasarans, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan
tenagn kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaflaran visitasl akreditasi sckolah/
Madrasah kepada BAP-S/M  sesuai  Ketentusn
Peraturan Perundang-undangan.

Delam hal perkembangan Madrasah  sebagsimana
dimnksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelénggnraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sehagaimana dimaksud Diktum
Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional scbagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggarsan pendidikan
dan/atau basi! akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka
izin operasional scbagaimana dimaksud dalam Diktum



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejal tangpal dn.ctapkan

Dite kan di Denpasar
pad:aplazwl # September 2016

Pgs. KEPALA KANTOR WILAYAH
AGAMA
PROVINSI BALL,
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS] BALI

NOMOR 3577 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH lB'l'IDAlYA!{
NAILUL HUDA KABUPATEN BADUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Nailul Huds |
Nomor Statistik Madrasah | 111251030007

Jl Nuansa Utama Selatan XX Kutn

1
2
3 | Alamat Madrasah Sciatan Jimbaran Badung
e [ versan B Ui
AVCISNERRIA
5 Akte Notaris Organisas: Eka Sukmana, SH., No.O1 tanggal 3
Pen Desember 2012

p—

6 o..mll..,i Penvelenggara | AHU-2410.AH.01.04. Tahun 2009

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal X September 2016
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! BAL!
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PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B-15569/KW.18.3/1/PP.00/09/2016
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REFUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2410. AH.01.04, Tabun 2009

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

¢ Surst permobonan dari Notaris Eka Sekmana. SH 1anpa nomor tanggal 24 Juli 2009
perihal p h pengesahan yay yang ditersma tanggal 28 Juli 2000,

Bahwa sctclsh JMM penelitian terhadap Akts Pendician Yaynsan yang di
dan  hepada Mmmukmnwmnﬁn|M|¢hh

hi syarmt ‘ﬁ.' diater dalam p pe -undangan sehmnegs
dapat disahkan:

I, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Ropublik Indoncsis Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesin
Nomor 28 Tahun 2004 scatang Porabahan atas Undang-undang Nomor 16 Taban
2001 g Yayasan (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negam Republik Indoncsia Nomor 4430)

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang icntang Yayasan (Lembarsa Negars Ropublik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 134, Tombahan Lembaran Negarns Ropublik
Indonesia Nomor 4894).

MEMUTUSKAN
Memberikan Pengesahan Akta Pendiran

YAYASAN BAITUL UMMAH
NEWP 02 970.607 4-905 000

berkeduduban di Kecamaian Kuta Sclatan, Kabupsica Badung. scsuas dengan Akta
Nomor 01 wnggal 03 Juni 2009 yang dibuat olch Notaris Fha Sehmana. SH
borbeduduban & Kabupaten Badung

Keputusan s mulai borlake sopak anggal disctaphan

Ditetaphan di Jakana
pada tanggal 31 Juli 2009

JAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
ANA HARIAN




